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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 17 TAHUN 2020 

TENTANG 

PASAR SEHAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang bersih, 

aman, nyaman, dan sehat perlu dilakukan pengelolaan 

kualitas lingkungan yang sehat oleh setiap pemangku 

kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing; 

b. bahwa peraturan mengenai Pasar Sehat sebagaimana 

tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

519/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pasar Sehat sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu 

diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pasar Sehat; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PASAR SEHAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pasar Sehat adalah kondisi Pasar Rakyat yang bersih, 

aman, nyaman, dan sehat melalui pemenuhan Standar 

Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan 

Kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang 

dengan mengutamakan kemandirian komunitas pasar. 

2. Pasar Rakyat adalah  tempat usaha yang ditata, 

dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, 

dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, 

kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang 
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kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi 

serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses 

jual beli barang melalui tawar-menawar. 

3. Pengelola Pasar Rakyat adalah Pemerintah Daerah, 

Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan 

Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab terhadap 

operasional pasar, keamanan, kebersihan, dan 

kenyamanan pasar.  

4. Komunitas Pasar Rakyat adalah Pengelola Pasar Rakyat, 

pedagang, pekerja, pengunjung, dan pembeli yang 

melakukan kegiatan jual beli atau kegiatan lainnya di 

Pasar Rakyat.   

5. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan 

penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko 

lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang 

sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. 

6. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah 

spesifikasi teknis atau nilai yang di bakukan pada media 

lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung 

terhadap kesehatan masyarakat. 

7. Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan 

teknis kesehatan pada media lingkungan. 

8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 
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Pasal 2 

Pengaturan Pasar Sehat bertujuan untuk: 

a. mewujudkan Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman, 

dan sehat untuk mendukung penyelenggaraan 

kabupaten/kota sehat; 

b. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, dan pemangku kepentingan termasuk 

Komunitas Pasar Rakyat untuk mewujudkan Pasar 

Sehat; dan 

c. menciptakan kemandirian Komunitas Pasar Rakyat 

dalam mewujudkan Pasar Sehat. 

 

BAB II 

PENYELENGGARAAN 

 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib mendorong 

terwujudnya penyelenggaraan Pasar Sehat.  

(2) Dalam penyelenggaraan Pasar Sehat, Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberdayakan Komunitas Pasar Rakyat. 

(3) Komunitas Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) wajib menciptakan dan menjaga kualitas 

lingkungan Pasar Sehat. 

  

Pasal 4 

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Pasar Sehat setiap 

Pengelola Pasar Rakyat wajib memenuhi Standar Baku 

Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan 

untuk menjamin kualitas lingkungan Pasar Rakyat.  

(2) Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan 

Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi: 

a. air; 

b. udara; 
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c. tanah;  

d. pangan;  

e. sarana dan bangunan; dan 

f. vektor dan binatang pembawa penyakit. 

(3) Ketentuan mengenai Standar Baku Mutu Kesehatan 

Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Bagian A Bab II 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 5 

Pedagang, pekerja, pengunjung, dan pembeli wajib turut serta 

menciptakan dan menjaga kualitas lingkungan yang 

memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan 

Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

 

Pasal 6 

(1) Dalam rangka memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan 

Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan, Pengelola Pasar 

Rakyat menyelenggarakan Kesehatan Lingkungan di 

Pasar Rakyat. 

(2) Kesehatan Lingkungan di Pasar Rakyat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penyehatan; 

b. pengamanan; dan 

c. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. 

(3) Penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dilakukan pada media air, udara, tanah, pangan, serta 

sarana dan bangunan.  

(4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

b dilakukan dengan mengelola sampah dan limbah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(5) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

dilaksanakan melalui pengamatan dan penyelidikan 

bioekologi serta desinfeksi Pasar Rakyat. 
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